BAB I1I
HASIL~-HASIL PENELIT.IAN

HAK DAN KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK;iNDONESIA

' A, Pengertian ﬁak dan Kewénangan Presiden

Sebelum manusia memulai hidupnya secara berma-
syarakat dan belum ada hubungan antara seorang dengan
yang lain, maka belum ada yang dihamakan hek. Setelah
manusia hidup bermasyarakat, maka timbul saling tolong
menolong dalam ménghadapi berbagei macam kébutuhan.Un
tuk memenuhi kebutuhan-kebutuhen itu, seseorang perlu
mencari apa yang dibutuhkannya, dari alem étau dari
milik orang la.n, den tidak perlu memperkosa milik
orang lain., Untuk itu diperlukan tata aturan yang me-
ngatur hek manusia, agar kebutuhan-kebutuhan manusia
tidak dilanggar orang lain, dan egar manusia tidak pu'
la melanggar hak-hak orang lain,

Pengertian hak menurut bahasa adalah “Hak ber-
arti kekuasean untuk berbuat sesuatu (karena ditentu-
kan oleh aturan, undeng-undeng dan sebagainya). (Poer}
wodarminto, 1982:3%39)

Dalam Kamus Hukum dijelasken hek adalah “Kebe-
basan untuk bérbuat sesuatu berdasarkan-hukum“."'(su-
bekti, 1985:50) ‘
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Dalam buku Pengantar Fiqh Mu'amalah dijelaskan

hak mempunyai dua pengertian ¢
1. Sekumpulan gaidah dan nas yang mengatur atas dasar
harué ditaati hubungan sesama manusias, baik menge-

nal orang maupun mengenai harta.

2. Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajid
ates seseorang bagli selainnya.

Hek menurut pengertian umum islah sesuatu ketentuan

jang dengannya syara' menetapkan sesuatu kekuasaan -

atau suatu beban hukﬁm. (Hasbi Ash Shidieqy,b1974:121)

Dalam buku Kehormatan dan Hak diterangkan
Hek secara subyéktif artinya hak sebagai kekuasagn -
atau kekuatan pemeksa yang diberikan pihak tertentu ,
secare obyektif artinya hak sebagai kepentingan yang
harus dilindungi oleh undang-undang. (Ali Charisah, -
19903 27) |

Sedangkan kalau kita lihat hak dalam lapangan
politik adalah hak-hak yang didapat oleh seseorang da
lam hubungannya sebagai seorang anggota di dalam lem-
baga politik seperti hak memilih, hak dipilih, hak
mencalonkan diri menduduki Jabatan-jabatan umum dalam
'negara, atau hak-hek yang menjadikan seseoreng ikut
serta d. dalam mengatur kepentingan negara dan peme-

rintahan,
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Pengertian kewenangan menurut bahasa adalah :
"Kewenangan berasel dari bahasa jawa, wenang yang men
dapet awalan -ke- dan akhiran -am-, yang beraerti hak
dan kekuassaan (untuk melakuken sesuatu)", (W.J.S.Poer
wodarminto, 1982:1150) -

Dengan demikian pengertien hek dan kewenangan
Presiden berarti kekuasaan yang diberikan kepada Pre-
siden dalam masa Jjabatannya selaku kepalg negara un-
tuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh
Undang-undang atau hukum, atau dapat juga disebut se
bagai hak prerogatif Presiden.

Macam-macam Hak dan Kewenangap Presiden

Dalam sistem pemerintahan Kabinet Perlementer,
Presiden hanya sebagai Kepela Negéra, sedangken dalem
s.stem Kabinet Preaidenfil, kedudukan Presiden disam-
Ping sebagai Kepala Negara Jjuga berfungsi sebagai Ke-
pala Eksekutif., | ‘

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indo-
nesia menganut sistem Kabinet‘Preaidentil, kedudukan
Presiden disamping sebégax Kepala Negara, juga sebagai
Kepala Pemerintahan/eksekutif.

Mengenaui hal ini Undang.Undang Dasar 1945 ka-
lau dilihat dalzam bab 1LII "Kekuasaan Pemerintahen Ne-
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gara", yaitu pasal 4 ayat 1 menyatakan, "Presiden Re-
publik lndonesia memegang kekuasaan pemerintahan menu
'rut Undang-Undang Dasar®.
Dalam penjelaesan pasal tersebut menyatakan, "Presi -
den ialsh kepale kekunasaan eksekutit dalam negara, un
tuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuzsaan
untuk menetapkan peraturan pemerintah',

Adapun mengenai Presiden sebagai Kepala Negara
tidek didapatkan pedel pasasl-pasal den Undeng- Undang
Dasar 1945, Presiden sebagal Kepela Negara kita dapat

-kan pade penjelasan pdsczl 10,'11, 12, 13, 14, 15 Un=-
dang-Undang Dasar 1945, yang menyataken "EKexuasaaneke
kuasaan Presiden dalam pasal pasal ini ialah konsek -
wensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepela Negaral
Kekuasaan ini disebut pula sebagai kekuasaan atau ke-
gietan yang bersifat administratif, karena didasarkan
atau merupekan pelaksanaan dari suatu peraturan perun
dangan, maupun advis suatu Lembaga Tinggi Negara lain
nya, jadi bukan kewenangan khusus (hak prerogatif)yang
mandzri.(?admowahjono,SH, 1982:130)

Hak dan kewenangan rresiden sepert. yang diga-
riskan dalam Undang Undang Dasar 1945 meliputi g
1. Kekuasaan eksekutif
é. Kekuasaan administratif

5. Kekuasaan legislatif,



4, Kekuasaan Militer
5. Kekuasaan yudikatif
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6. Kekuasaan diplomatik.‘

Untuk memudahkan pémbahasan lebih lanjut ten -

tang luasnya kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang

Dasar 1945, maka kekuasaan-kekuasaan tersebut dikelom

pokkan menjadi 3 bidang kekuasaan ¢

1., Kekuasaan dalam bidang eksekutif

Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif

dapat diketahui pada Undang-Undang Desar 1945 pada

pasal-pasal sebagai berikut &

a. Pasal 4 ayat (1) : Presiden Republik Indonesia

b, Pasal 10

¢c. Pasal 11

*0

memegang kekuasaan.pemerintah

menurut Undang-Undang Dasar.

Presiden memegang kekuasaan
yeng tertinggi atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, Angkat
an Udara.

Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat me -
nyatakan perang, membuat per
damaian dan perjanjiean dengan

negara lain.
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d. Pasal 12

Presiden menyatekan keada-
an bahaya syafgt;sy§ratdan
akibatnya keadaan bahaya
ditetapkan dengan undang-
undeang.,

e. Pasal 13

Presiden mengangkat duta
dan konsul serta menerima

duta negara lain,

t. Pasal 15

(1)

Presiden memberi gelaran,
tanda jasa dan lain-lzin =

tande kehormatan.

g. Fasal 17 ayat (2) Menteri-menteri itu diang-
' kat dan diperhentikan oleh

Presiden.

Presiden memegang kekuasaan pemerintah me-
nurut Undang-Undang Dasar, berarti Presiden adalsh
satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerin -
tahan. Menurut undang-ﬁndang berarti bahwa pemba -
tasan wewenangnya hanya diketemukan dalam Undang

Undang Dasar,‘yaitu terdapat pada 3

a, Pasal-pasal dari Undang-Undeng Daser 1945
b. Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan

oleh MPR

¢. Tersimpul dalam pertanggungan-jawad Presiden ke
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pada MFR, (Wirjono Projodikoro, 1989:61)

Presiden memegang kekuasaan yang tertingg.
étas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan -
Udera, buken bérarti Presiden mempunyai wewenang
komando langsung atas angkatan perang Republik In-
donesia, melainkan wewenang untuk menentukan hal
hal yang strategis saja yang konsekwensi dari kedu

dukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Sedangksan méngenai kekuaszan Presiden untuk
menyatakan perang dan membuat perdamaian dengaﬁ ne
gara lain serta menyatekan keadaan bahaya adalah -
merupakan wewenang Presiden dalam kedudukapﬁya se-
bagai Kepala Negara atas persetujuan Pewan Perwa -
kilan Rakyat,

Presiden mengangkat menteri-menteri dsan mem
berhentikennya, hal ini sudah sewajarnye jika peng
angkeatarnys dan Pemberhentiannya para menteri ada
di tangan Presiden sebagai konsekwensinya dari ke-
dudukan sebagai kepala eksekutif. Bisa diartikan -
Juga, bahwa para menteri tidak bertanggung jawad
kepada Dewan Perwak.lan Rakyat, karena pengangkat-
annya tidak tergantung kepade dukungan kepercayaan
Dewen, (Moh.Kusnardi, Harmaily, 19882 198-199)

2. Kekuasaan dalam bidang legislatif
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Kekuasasn Presiden dalem bidang legislatif
dapat diketahui peda Undang-Undang Daser 1945 pada
pasal-pasal sebagai berikut ¢

a. Pasal 5 ayat (1) : Presiden memegeng kekuasaan

membentuk Undang-Undang de-

ngan persetujuan Dewan Pere
wakilan Rekyat,

Presiden menetapkan peratur

'ayat (2)
" an pemerintah untuk menja -
lanken undang-undang sebagai

mana mestinya.

Dalam hal ihwel kepentingan

[ L]

b. Pasal 22 ayat (1)
' yang memaksa, Presiden ber-
hek menetapkan Peraturan Pe
merintah sebagei pengganti
undang-undang,

Peda Prinsipnya keduduken Presiden dengan
Dewan Perwekilen Rekyat adalah sama dan sederajat,
‘namun perumusan pasal-pasal tersebut di ates menem
patkan Presiden pada peranannya yang lebih menon -
Jol dari pada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugas
nya dibidang legislatif. Membuat undang-undang ada
laeh membuet suatu Kebijeksanaan umum yang dilaku -

kan Presiden, karena dalam penyelenggerasn pemerin
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tah i1tu presidenlah yang akhirnya bertanggung ja -
wab kepada Majelis, maka keduduken Presiden dalsm

prakteknya lebih menonjol deri pada Dewan Perwakil
an Rakyat. (Moh.Eusnardi, Bintan R.Sragih,1983:125)

Dalam keadaan darurat atau kepentingan memak
88, Presiden dapat menetapkan Feraturan Pemerintah
sebagal pengganti undang-undeng (pasal 22 ayat(1),
Pada penjelasan Undang-Undang‘Dasar 1945 dijelas -

kan bahwa

Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presi
den, Aturan sebagai ini memeng perlu diadaken egar
supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh peme-
rintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pe
merintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun
demikian, pemerintah tidak eken terlepas dari pe-
ngewasan Dewan Perwakilan Rakyet, Oleh karena itu
peraturan pemer.ntah dalam passal ini, yang kekuat-
annya sama dengan undang-undang harus disshkan pu-
la oleh DPR., (Penjelasan resmi UUD 1945)

Maksud dari penjelasen resmi Undang-Undang
Dasar 1945 tersebut, dalzm bukunya Wirjono Projodi
koro,SH dijelaskan sebagai ﬂerikut: Pada waktu De-
wan Perwakilan Rekyat sedang reces, tidek bersidang
Pemerintah menganggap, bahwa mendadak harus diada-
kan suatu peraturan yang mestinya dalam undang-un-
dahg. seperti misalnya peraturan itu merupskan pe
rubzhan dari suatu undang-undang. Maka apabila hal
ini terjadi, pemerintah diberi wewensng untuk da-
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lam masa reces itu mengeluarkan peraturan dengan
bentuk Peraturan Pemerinteh, tenpa persetujuan DFR
Tetapi pemerintah diwajibkan memajuken peraturan
itu kepada sidang DFR yang berikutnya, Jadi sesu-
dah reces berhenti. Dan dalam sidang itu diharape
kan ketentuan, apakeh DPR menyetujui atau menolak
Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-Undang itu,
( Wirjono Projodikoro, 1989 : 77 )

Kekuaszaan dalam Bidang Yudikatif

Kekuasasn Presiden dalam bidang yudikatif
tergépaf pada pasal 114 UUD 1945 Yyaitu : "Presiden

memberi grasi, amnesti, abolisi den rehabilitasi".

Pasal ini bergrti Presiden mempunyai Hak/
kewenangan untuk mengawasi peker jaan MehkamehAgung
sebagai suatu trobosan terhadap kebebasan Kehakim-
an, dalam arti bahwa Presiden sebagai kepaia kekua
saan eksekutif turut campur di dalam perkara-perka
ra pidana yang seharusnya melulu termasuk kekuasa-
an Kehakiman. Hak Prerogatif ini merupakan asas
pengawasan yang tertulis karena tercantum dalam pa
sal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang Yberbunyi :
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan reha-

bilitasi. ( Bachsan Mustafah, 1984 : 93 )
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Dalem Undang-undang No.14 tahun 1970tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal‘31 dinya
takan bahwa Presiden diberikan pula hak dalam bi-
dang yudikatif yaitu untuk mengangkat dgn member -
hentikan heakim,

Bila kita teliti lebih lanjut penjelasan Un
dang-undang Dasar 1945, di situ terdapat beberapa
kekuasaan, kewajiban dan kewenangan Presiden, anta

ra lain

a. Presiden harus menjalenkan haluan negaras menu =
rut haluan negsra menurut ' garis-geris besar

yang velah ditetzpkan.

b. Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan
bertanggung jawab képada MER.

¢, Presiden mandataris MPR wajib menjalankan putus

an-putusan Majelis Permusyawaratan Rekyat.

d. Presiden ialah penyelenggera pemerintah terting
gi di bvawah MPR.

e, Presiden tidak neben akan tetapi untergeordnet
kepada MPR

£, Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan
dan tanggung jawab ada di tangan Presiden (con-

centration of power end responsibility upon the
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Presiden).

C. Macam-Macam Kekuasaan Presiden dalem Bidang Yudikatif

Sepertivtelah disebutkan pada UUD 1945 pezseal 14
bahwa, Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan re
hebilitasi. Hal ini adalah merupakan macam-macam keku
assan yang diberikan kepada Presiden dalam bidang yu-
dikatif, Supeya lebih Jelas make penulis akan mengura
iken pengertian macam-mzcam kekuasaan Presiden dalam

bidang yudikatift.

1. Femberian Grasi

Grasi adalah membebaskan sebagian atau meng
ganti jenis hukuman yang dijatuhkean oleh pengadil-
an oleh Hekim Indonesia baik sipil maupun militer
dengan kepﬁtuéan-keputusan yang telah memperoleh
kekuaten tetap dan selama terhukum ada di Negara -
Republik Indonesia.(R.Subekti, KTjiptosoedibio,1978
$6)

Grasi diberikan atau ditolak oleh Presiden
kepade seorang tertentu yeng telsh dijatuhi hukuman
oleh pengad.lan, miselnya penolakan permohonan gra
sl dari gembong-gembong PKI, dienterznya Suyono,se
hingga dengsen ditolaknya permohonan grasinya,hukum

, an mati dilaksanaskan, Kalau permohonan graslvdibe-

R
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rikan maka hukumennya diubsh, dikurangi atau dibe-
baskan. (Bachsan Mustafa, 1984:32)

Dengan demikian‘pemberian grasi bererti per
nyataan dari kexuasaan yang berdsulat yang dilaku-
kan Presiden menurut Undang-Undang Lasar 1945, bah
wa akibat hukum yang ditimbulken olen suatu tindak
pidana sebagian atau seluruhn&é ditiedakan,

Pemberian Amnesti

Amnesti adalsh hak Presiden untuk memberikan
ampunan kepada sekelompok orang yang telah melaku-
kan kejahatan-kejeahatan, sehingga karena amnesti
itu, maka perbuatannya itu tidak memberi akibat hu
kum pidana atau penghapusan akibat hukum pideana,
Amnesti diberiken kepada seorang atau sekelompok -
orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahat-
an, tetapi orang-orang itu belum dikuasai oleh ne-
gara, misalnya mesin di buten-huten. Contohnya ia
lah pemberian amneéti kepada anggota D1/T1I, Per -
mesta, PRRI dan sebagainya sehingga deﬁgan diberi-
kan amnesti itu, jekahetan yang telah dilakukan
oleh mereka tidak membawa akibat hukum artinya me
reka bebas dari tuntutan hukum, (Bachsan Mustefa ,
1984:31-32) |

4
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Jedi amnesti itu dapat mengenai orang ba-
nyek yang tidek disebutkan nama-namenya dan yang
terlibat dalam tindakan-tindekan pidana sejenis
yang dilakukan secara masal, seperfi suatu pembe-

rontakan,

Pemberian Abolisi -

Abolisi adalsh tindakan menghentikan pengu-
sutan dan pemeriksaan suatu tindek pidans yeng be
lum dijatubkan putusan hukum oleh pengadilan. (Moh
Kusnardi, Harmaily idbraham, 1988:240), '

Abolisi ini merupekan campur tangan Presi -
den dalam suatu perkera pidana yang sedang disidik
atau diperiksa oleh pengedilgn yang belum dijatuhi
suatu putusan hukum, yang dberupa perintah menghen-
tikan pengusutan eteu pemeriksaan perkare yang

bersangkutan.

Pemberian Rehadbilitasi

Rehab.litasi adalah mengembzlikan nilei ke-
hormatan seseorang di mata khalaysk remai, seperti
misalnya mengangkat kembali seorang pegawai negeri
yeng terlanjur dipecat karena melakukan suatu tin-
dak pidana, tetapi kemudian kesalahannys sangat ku

rang darl yang dikirakan sebelumnya atau semula
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atau dimungkinken ternyata tidak szlah sama sekali.
(Wird jono Projodikoro, 1989:105)

Rehebilitasi ini merupekan hak Presiden un-
tuk memberikan ampunan kepada seseorang tertentu ,
yang dijatuhi hukuman dan mengambalikean hsk seseo-
rang yeng hilang karena keputusan haekim yang ter -
nyata kemudian terbukti bahwa kesalahannya  tidak
seberapa jika dibandingkan dengan perkirasan semula

atau ternyata tidaek salah sama sekali.,

Jad: pemberian grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi adalah bentuk-bentuk pemberian ..ampun
yang dapat dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala
Negara kepeda seseerang atau sekelompok orang yang

* telah melakukan kejehatan, sehingga dengan pemberi
an ampun itu ekibatnya hukuman pidananya bisa ber-

kurang atau bisz hapus sama sekali,

D, Dasar quum Hak dan Kewenangan P;esiden RI.

Dalam menjalankan pemerintahen negara, kekuasa
én dan tenggung jeweb ade di taﬁgan Presiden (Concen-
tration of power and responsibility upon the Presiden)
sebagaimana tercantum dalem penjelasen resmi Undang -
Undang Dasar 1945 teleh menetapkan posisiden sebagai

top manager dan top administrator dalam memanage atau
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mengelola Kehidupzn nasional yeng meliputi kehidupan
negara den bangsa. Oleh karena itu semua -aparat ekse-
kutif mulai dari tingkat Menteri, lembaga non depzrte
men sampai kepada Gubernur, Bupati, Camat dan Lurah
lurah adslah termasuk aparat yang berada dalam kerang
ka kepemimpinan dan tanggung jawedb Presiden sebagai

pémegang kekuasaan pemerintahan negara.

Secara yuridis konstitusional maupun dalam pe=-
raturan-peraturan orgenik lainnya, prinsip tersebut
diatur dengan jelas,'sehingga benar-benar secara sen-
tral, kekuasaan di tangan Presiden sebagai mandataris
majelis yeng bertindsk dalam kedudukan dan tanggung -
Jawab baik selsku Kepala Negara maupun Kepela Pemerin

tahan.,

Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawa
ratan Rakyat dalam menjalankan pemerintahan tidak bo-
leh menyimpeng dari Garis-Geris Besar Haluan Negara ,
yang telah ditetapkan oleh Mejelis Permusyawaratan -
Raekyat. Presiden walsupun kedudﬁkannya sebagai penye-
lenggara pemerintahan tertinggi dalam negara, namun
ia adalah di bawah Majelis Permusyaweraten Rekyat dan
ia wejib menjalankan putusan-putusan Majelis Permusya
wareten Rakyat yang teleh ditetapkean. (Moh,Kusnardi ,
Binten R.Saragih, 1983%:69)
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Hak dan kewenzngan Presiden sebagai Kepala Ne-

gera tidek bersifat absolut, tetapi mempunyai dasar

bukum dalam pelaksansannya.

Adapun dasar huixum hak dan kewenangan Presiden terda-

pat delzm berbagal peraturen perundangsundangsn, anta

ra lain :

1.

2.

Undeng-Undang Dasar 1945, yang memberiken hak dan
kekuasaan-kepada Presiden ke dalam 3 bidang kekua-
scan, sebagaimana yang telah dijelasken pade macam

macem h2k dan keﬁenangan Presiden, yaitu

a. Kekuasaan dalem bideng eksekutif
b. Kekuesaen dalem bidang legislatif
¢. Kekuasaan dalam bidang yudiketif,

Tap MPR RI, tentang pelimpahén tugas dan kewenang-
an-kewensngan kepada Presiden selaku maﬁdataris -
MPR untuk meleksanakan tuges-tugas pembengunan yei
tu: Tep MPR RI No.VI/MPR/1988.

: ) —
Tap MFR RI tersebut menyatakan bahwa :

Memberi kewenangan kepada Presiden/mandataw
ris MPR untuk mengambil langkeh-langkah yang perlu
demi penyelamatan dan terpeliharanya persetuan dan
kesatuan bengsa, serta tercegehnya behaya teruleang
nya G-30 S/PKI dan’'bahaya subversi laimnnya, yang
pada hakekathya adelzah penyelamat pembangunan nasi
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onal, kehidupan demokrasi rancesila serta penyela-

mat Pancasile den Undang Undeng Dasar 1945.

3., Undang-Undeng, yaitu:

8.

b.

Ce

d.

Undang-undang Darurat tanggal 27 Desember 1954
No.11, termuat dalam Lemberan Negara tahun 1954
No.140 menyataken, atas kepentingan memaksa Pre
siden dapat memberiksn amnesti dan abolisi kepe
da oreng-orang yang telah melakuken tindak pida
na, Presiden memberi amnesti’dén abolisi itu se
telah mendapat nasehat tertulis dari Mabkemah -
Agung. §

Undang-Undang No.19 tahun 1964, memberi wewenapg
kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat

turut cempur dalam soal peredilean,

UndangxUndang No.13 tahun 1964 pasal 2% menyata
kan, dalem hel-hal dimena Presiden melekukan tu
run tangan, sidang. dengen seketike @ihentikan
pemeriksaan yang sedang dilekukan,

Undang-Undeng No.14 tahun 1970 pasal 31 menyata
kan, Bekim diangkat dan diberhentikan oleh Ke-

pala Negara.
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E. Cempur Tengan tksekutif peda Lembage yudikatif .

Dalam sustu negara sudah menjedi kebiasaan un-
tuk membagi-bagi tugas pemerintahan ke dalem tige lem
baga kekuasaan yang terdiri dari eksekutif,legislatif
dan yudikatif,

Pembagien kekuasaan ini tidak selalu sempurna, karena
kedang-kadang satu sama lainnya tidek bensr-benar ter
piseh bahkan kedang saling pengaruh mempengaruhi Johkn
locke sdalah orang yang pertams yang dianggap membica
rgkan teori ini, Kemudian dliguti oleh Montesquiu de-
ngen sistem pembaglan kekuasaannya (Trias Politika),

Iz menyebutkan bashwe dalam satiap pemerintah terdapat
tiga Jjenis kekuasaan, dan ia memerincinya dalam kekua
saan legislatif, eksekut.f dan yudikatif, Ketiga keku
asaan itu mesti terpisah satu sama lainnya; baik me -
ngenai tugas (functie) maupun alat perlengkapsn ( or-
gan) ysng melakukennya., ini disebut juga dengan isti-
lah pembagian kekuasaan secara materiil (separation -
of power)., Undang undeng Dasar 1945 tidak menganutsis
tem tersebut. UUD 1945 hanya mengenal pemisahsn keku-
asean dalem arti formil, oleh karena itu pemisahannye
tidak dipertahankan seczra tegas prinsipil. Dengen ka

ta lain UUD 1945 hanye mengenal pembagian kekuasaan -
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(davition of power), (Ismeil Sunny, 1983:15-16)

Indonesia yang menganut sistem pembegian keku-
asean ini (buken pemisahan kekuasaan) menyebabken di
benarkannya campur tangan pihak eksekutif dalamﬁidang
yudikatif,

Pasal 14 UUD 1945 merumuskan bahwa, Presiden
memberi grasi, amnésti, abolisi den rehabilitzsi,yeng
ménurut penjelesennyz adalah merupakan konsekwensi da

ri kedudukan Presiden selaku Kepala Negara.

Wewenang Presiden dalah pesal‘ini pada hakekat
nya merﬁpekan caﬁpur tangan eksekutif dalam bidang yu
dikatif yang menurut Dr.Wirjono Projodikoio,SH sebagal
penerobosan batas antara wewenang kekuasaanPemerintah
dengan kekuasaan kehakiman. Dalam arti bahwa Presiden
sebagai Kepala Kekuasaan Pemerintah, turut cezmpur da-
lam perkara pidéna yeng seharusnye melulu masuk keku-

agsan pengadilan, (Wirjono Projodikoro, 1989:103)

Menurut sejarahnya ada yang mempertahenkan ben
tuk hukum ini, dan ada pule yang menolaknys. Mereka -
yeng mendukung dan mempertehanken yaitu, parz sarjana
Yang menganut aliran hukum alam, sedangkan pars sarja
na yang menentangnya adalah para ahli filsafat dsn
ahli ilmu kejahatan pada akhir abad ke-19, seperti

Kant, Beccaria, Filangieri, Bentham dan Feurbach. Me-
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nurut pendapat mereka behwa dasar hukum grasi tidak
pasti gserta melemahkan sifet preventif dari ancaman
hukum itu. Dan menurut Moh.,Kusnardi, walaupun gresi
itu banyzk segi kelemahannyé, nzmun ia tetap diper-
tahankan. Grasi itu sudah merupekan tindakan peme -
rintah untuk menjaga jangan sempal peleksanasn Un-
dang-undang terhadap suatu maselah (misalnya keﬁu -
tusan hakim terhadap suatu perkara)'menimbulkan ra
sa tideak adil ateu juga mencegah suatu keputusan ha
kim akan mengorbankan kepentingen negara, Karenaitu
grasi diberiksn karena kepentingan negara harus di
- penuhi, sehingga pada seat seperti tanggal 17 Agus=-
tus sebagai hari proklamesi kemerdekaan Republik in
donesia, grasi itu diberikan kepada mereka yang te-
ngah menjalani hukuman. Grasi yang diberikan tidak
dapat ditolak oleh pihak yang diberi grasi. (Moh -
Kusnerdi, Harmsily ibrahim, 1988:238-239)

wewenang Presiden berdesarken pasal 14 Un -
dang-Undang Desar 1945 ini di satu pihek nampaknya
mengurangi keduduken dan wewenang pengadilen,tetapl
dilain pihek berguna sebagal kontrol terhedap kebi-
jeksanaan peradilezn. Dan terhedep kontrol Presiden
untuk rakyat melalui MPR zkan menilainya apekah bi-

jaksens atezu tidak, Jadi ada keseimbangan  antara
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wewenang pengadilan, kebijaksansan Presiden dan peng-
awesan rakyat. Kiranya akan lebih terjamin pelaksana-
an ketentuan pesal 14 UUD 1945 ini apabile Undang-un-
dang mengaturnya lebih lanjut. Undang-undang zken me-
netepken syérat-syarat 2pa atau bilamana sbolisi dan
semacamnya bisa diberikan oleh Presiden. Dengan demi
kian kebijaksanaen Presiden itu tidak eken dileakuken
sewenang-weneng atau merugikan negsra (mesyesrakat),De
ngan undang-undang itu berarti maayarakat melalui DPR

turut menetapkan syarat-syarat pemberien ebolisi dan
sejenisnya. ( ‘TaP mPR RI/III/MFR/1978, pasal 11 )

Dari sini kita depat mengetahui bahwa Negera -
Republik Indonesia dalam praktek’ pemerintahannya me
nganut gistem integralistik artinys dalam segala hal
dianggap perlu adznye restu dari sesepuh(penguasa)hal
ini gsering kali tidak disrtikan sebagai cempur tangen
tetepi sebagai musyswerah dalem rangka permohonan pe-
tunjuk pelaksanzen, keadaen yeng-demikian ternyata di
dukung oleh berbsgai faktor yang meletarbelakaenginya.
Jadi negara Republik Indonesia tidak menganut ajaran
montesquiu secara murni yang membagi-bagi dan memisah
misahkan kekuasaan negaera beserta personil-personil -
nya menjadi tiga lembaga, yaitﬁ lembaga eksekutif,lem
baga legislatif, lembaga yudikatif,
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Adalah tidak mungkin untuk melaksanakan teori
trias politika semurni yang dimeksudkan oleh Montisqui
karena dalam prektek ketatanegarean akh.r-akhir .ini
menunjukken bashwa pembuat undeng-undang yang seherus-
nya merupakan tuges legislatif saja misalnyg,eksekutif
Juga diikutsertekan., Keadaan ini sudsh merupekan fun-
tuten gaman, sebab daiam kenyataannya eksekutifleh
yang mempunyai banyak tenaga ahli jike dibandingkan -
dengen legislatif, dan delem bgberapa hal karena pe-
ngalemen dan banyzknya data-date yang diperlukannye,
make eksekutif pulalahlyang mempunyai fasilitas yang
memadsi untuk memikirkan dan menyusun suatu Raencangan
Undeng-Undang. Dengan demikian justru akan diperoleh
hasil yang meksimal dengan adenya perimbangan antara
pembuat undangéundeng dan pelaksanapya.

Dalam pada itu pemisahan kekuasaan akan sulit
dilaksanakan di Indonesia karena dalam kenﬁataannya -
ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang ti
dak dapet dipisah-pisahkan, epalagi Indonesia menga -
nut sistem Presidentil, kedudukan Presiden disamping

sebagai Kepala Negara juga berfungsi sebagai Kepala
eksekutif, .

Demikian halnya mengenai campur tengan ekseku-
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tif pada lembaga yudikatif, dengan berbagai aturan
yeng ada diharapkan tidek akan mengurangi kewenangen
kewibawaan dan kebebesan hakim dalam meleksanakan tu
géenya, karena pada hakekatnya segale sesuatu yang
berhubungan dengen peleksensen tuges badan penegaek -
hukum dan keadilan, baik buruknye tergentung  pada
pribadi-pribedi peleksenanya.
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